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ABSTRAK 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi 

solusi bagi pembeli unit apartemen atau rumah susun dan juga lembaga keuangan 

sebagai upaya hukum apabila pengembang ingkar janji dalam melaksanakan 

prestasi yang telah disepakati. Pembuktian yang digunakan dalam kepailitan dan 

PKPU yaitu dengan mekanisme pembuktian sederhana. Namun, pasca terbitnya 

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pengembang dinyatakan tidak memenuhi 

pembuktian sederhana. Norma dalam peraturan kebijakan tersebut bertentangan 

dengan norma dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga penulis 

tertarik untuk mengkaji pembuktian sederhana atas permohonan pailit dan PKPU 

terhadap pengembang apartemen dan.atau rumah susun. Pada penelitian ini, 

penulis menggunakan teori keseimbangan dan teori kepastian hukum.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan 

didukung dengan wawancara berbagai pihak terkait dalam penelitian ini. 

Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analitis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pasca diterbitkan SEMA Nomor 

3 Tahun 2023 permohonan pailit dan PKPU terhadap pengembang apartemen 

dan/atau rumah susun tidak memenuhi pembuktian sederhana karena utang masih 

dalam sengketa, sehingga tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga. SEMA 

Nomor 3 Tahun 2023 tidak berlandaskan asas keseimbangan dalam kepailitan dan 

tidak memberikan kepastian hukum, karena peraturan kebijakan tersebut 

mengkhususkan pengembang apartemen dan/atau rumah susun saja yang tidak 

memenuhi pembuktian sederhana tanpa mengakomodir ketentuan terkait 

klasifikasi debitur yang tidak memenuhi pembuktian sederhana. Kepastian hukum 

dalam pembatalan permohonan pailit dan PKPU terhadap pengembang apartemen 

dan/atau rumah susun pasca diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu 

melalui upaya hukum gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. 

 

Kata Kunci: Pembuktian Sederhana, Kepailitan, PKPU, Pengembang 

(Developer) 

 

 

  



 
 

vi 

 

 

ABSTRACT 

Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) are 

solutions for buyers of apartment units or flats and also financial institutions as 

legal remedies if the developer breaks the promise in carrying out the agreed 

achievements. The evidence used in bankruptcy and PKPU is with a simple proof 

mechanism. However, after the issuance of SEMA Number 3 of 2023 the 

developer was declared not to fulfill simple proof. The norms in the policy 

regulation contradict the norms in the Bankruptcy and PKPU Law, so the author 

is interested in examining simple proof of bankruptcy and PKPU applications 

against apartment and flat developers. In this research, the author uses balance 

theory and legal certainty theory.  

This research uses normative legal research methods. The data collection 

technique in this research uses literature study and is supported by interviews 

with various parties involved in this research. Furthermore, the data analysis 

used in this research is qualitative analysis which is presented descriptively 

analytically. 

The results of this study indicate that, after the issuance of SEMA Number 

3 of 2023, bankruptcy and PKPU applications against apartment and/or flat 

developers do not meet simple proof because the debt is still in dispute, so it 

cannot be resolved in the Commercial Court. SEMA Number 3 of 2023 is not 

based on the principle of balance in bankruptcy and does not provide legal 

certainty, because the policy regulation singles out apartment and/or flat 

developers who do not meet simple proof without accommodating provisions 

related to the classification of debtors who do not meet simple proof. Legal 

certainty in canceling bankruptcy and PKPU applications against apartment 

and/or flat developers after the issuance of SEMA Number 3 of 2023 is through a 

civil lawsuit to the District Court. 

 

Keywords: Simple Proof, Bankruptcy, PKPU, Developer. 
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MOTTO 

 

“Tuhanmu tidak meninggakanmu dan tidak (pula) membencimu” 

(QS. Ad-Duha 93:3) 

 

“Letakkan aku dalam hatimu, maka aku akan meletakkanmu dalam hatiku” 

(QS. Al-Baqarah 2:152) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Padatnya penduduk tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan 

tempat tinggal, karena luas wilayah Indonesia tidak akan bertambah seiring 

pertumbuhan penduduk. Untuk mengatasi keterbatasan akan luas tanah, 

hunian dibangun bertingkat dalam satu lingkungan yang biasa disebut dengan 

apartemen dan/atau rumah susun. Meningkatnya kebutuhan akan apartemen 

dan/atau rumah susun mendorong pengembang apartemen dan/atau rumah 

susun membangun unit guna memenuhi permintaan pasar. 

Perusahaan pembangun perumahan (pengembang) adalah suatu 

perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari 

berbagai jenis dan dalam jumlah yang besar, di atas suatu area tanah yang 

merupakan kesatuan lingkungan pemukiman, yang dilengkapi dengan 

prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan 

oleh masyarakat yang menghuninya.
1
 Pengembang dalam melakukan 

kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan apartemen dan/atau rumah susun 

berupa kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, 

pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan, pengendalian, kelembagaan, serta 

pendanaan dan sistem pembiayaan.
2
 Pembangunan apartemen dan/atau rumah 

                                                      
1
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan, Pasal 5 ayat (1). 
2
 Elsa Melinda Saputri, Waspiah, Ridwan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

dalam Hal Pengembang (Develper) Apartemen Dinyatakan Pailit”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum 

Commune, Vol 2 No. 2, (Agustus 2019), hlm 152. 
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susun sebagai solusi penyediaan pemukiman jika tidak disertai persiapan dan 

pengelolaan yang baik, maka akan menyebabkan kegagalan dalam proyek 

tersebut. Faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha 

pengembang apartemen dan/atau rumah susun adalah modal atau dana usaha. 

Salah satu cara untuk mendapatkan modal atau dana usaha yang cepat 

yaitu dengan melakukan peminjaman uang ke lembaga keuangan ataupun 

melakukan penjualan unit dengan sistem pre project selling. Sistem penjualan 

pre project selling adalah strategi penjualan rumah susun dengan cara 

memasarkan rumah susun yang belum selesai dibangun atau bahkan belum 

dibangun.
3
 Dalam hal pengembang melakukan peminjaman uang ke lembaga 

keuangan, maka pengembang memiliki kewajiban untuk mengembalikan 

uang beserta bunga kepada lembaga keuangan. Sedangkan dalam hal 

pengembang menjual unit dengan sistem pre project selling, maka 

pengembang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan dan memberikan unit 

apartemen dan/atau rumah susun kepada pembeli. 

Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dan pembeli 

apartemen dan/atau rumah susun disebut dengan kreditor. Sedangkan dalam 

hal ini pengembang apartemen dan/atau rumah susun sebagai debitur. Dalam 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang kreditor didefinisikan sebagai orang yang 

mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat 

ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang 

                                                      
3
 R. Suharto, Siti Malikhatun Badriyah, dan Kashadi, “Kepemilikan Rumah Susun di 

Indonesia”, Law Development & Justice Review, Vol 2, (Mei 2019), hlm. 30. 
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mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya 

dapat ditagih di muka pengadilan.
4
 

Pengembang apartemen dan/atau rumah susun  sebagai pelaku usaha 

memiliki fase pasang surut dalam perjalannya. Krisis ekonomi dan 

ketidakmampuan produk untuk bersaing mengakibatkan pelaku usaha 

seringkali mengalami kesulitan kondisi keuangan (financial distress), 

sehingga pengembang apartemen dan/atau rumah susun yang tidak mampu 

pembayar utang ataupun memenuhi kewajiban perusahaan yang sudah jatuh 

tempo. Demi kepentingan pengembang apartemen dan/atau rumah susun 

(debitur) dan para kreditor, dapat mengajukan permohonan pailit atau 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dimohonkan pailit 

oleh para kreditornya. 

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan 

hakim pengawas.
5
 Kepailitan merupakan suatu bentuk usaha bersama baik 

antara kreditor dan debitur untuk mendapatkan pembayaran bagi semua 

kreditor secara adil dan proposional sesuai dengan peraturan yang sudah ada 

dan ditetapkan.
6
  Berdasasarkan hal tersebut, maka tujuan kepailitan adalah 

untuk membagi harta debitur pailit kepada para krditurnya sebagai bentuk 

pelunasan utang debitur kepada para krditur, dengan kata lain bahwa debitur 

tidak dapat melanjutkan usahanya lagi. Sedangkan Penundaan Kewajiban 

                                                      
4
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, Pasal 1 ayat (2) dan (4). 
5
 Ibid,  Pasal 1 ayat (1). 

6
 Yuhelson, Hukum Kepailitan di Indonesia, (Gorontalo: Ideas Publising, 2019), hlm.16. 
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Pembayaran Utang (PKPU) adalah upaya untuk mencapai perdamaian antara 

debitur dengan para krditurnya sehingga debitur dapat terus melanjutkan 

usahanya. Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitur 

meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk 

menghindari kepailitan.
7
 

Debitur dapat dipailitkan jika memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu debitur 

yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas 

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan 

pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun 

atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
8
 Dalam hal utang yang telah 

jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang 

telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu 

penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau 

denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, 

arbiter, atau majelis arbitrase. Maka, apabila pengembang apartemen dan/atau 

rumah susun mempunyai dua atau lebih krditur dan tidak membayar lunas 

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat 

dimohonkan pailit baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 

satu atau lebih kreditornya. 

Pada tanggal 29 Desember 2023, Ketua Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Muhammad Syarifuddin menetapkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 

                                                      
7
 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, (Malang: UMM Press, 2007), hlm.37. 

8
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1). 
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Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 

(SEMA). Dalam bidang Kepailitan dan PKPU, Kamar Perdata merumuskan 

suatu ketentuan yang menyatakan, “Permohonan pernyatan pernyataan pailit 

ataupun PKPU terhadap pengembang (developer) apartemen dan/atau 

rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang”.
9
 

Dengan ditetapkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pengembang 

apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi pembuktian sederhana 

dalam pailit ataupun PKPU. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam bidang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan 

pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi 

syarat sebagai pembuktian secara sederhana tidak sejalan dengan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan, 

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau 

keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk 

dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah 

dipenuhi”. 

                                                      
9
 https://news.detik.com/berita/d-7130717/ma-terbitkan-surat-edaran-atur-proses-adili-

gugatan-pembangunan-apartemen diakses pada 20 Mei 2024, pukul 22.46 WIB. 

https://news.detik.com/berita/d-7130717/ma-terbitkan-surat-edaran-atur-proses-adili-gugatan-pembangunan-apartemen
https://news.detik.com/berita/d-7130717/ma-terbitkan-surat-edaran-atur-proses-adili-gugatan-pembangunan-apartemen
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Adapun yang dimasud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara 

sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang 

telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah 

utang yang didalihkan oleh permohonan pailit dan termohon pailit tidak 

menghalangi penerimaannya pernyataan pailit. 

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan peneliti ingin 

mengetahui lebih lanjut mengenai alasan mengapa permohonan pailit dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap pengembang 

apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi pembuktian sederhana. 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang terhadap pengembang apartemen dan/atau rumah susun tidak 

memenuhi pembuktian sederhana? 

2. Bagaimana kepastian hukum bagi kreditor dalam pembatalan 

permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

terhadap pengembang apartemen dan/atau rumah susun? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, penulis 

memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui alasan mengapa permohonan pailit dan 

PKPU terhadap pengembang apartemen dan/atau rumah susun 

tidak memenuhi pembuktian sederhana. 
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b. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi kreditor dalam 

pembatalan permohonan pailit dan PKPU terhadap pengembang 

apartemen dan/atau rumah susun. 

2. Kegunaan 

a. Kegunaan Teoritis  

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

hukum perdata terkait dengan pembuktian sederhana 

permohonan pailit dan PKPU terhadap pengembang apartemen 

dan/atau rumah susun. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkaitan dalam permohonan pailit dan PKPU, khususnya 

bagi pengembang apartemen dan/atau rumah susun. 

2) Memberikan sumbahsih literature dan bahan diskusi 

terkait pembuktian sederhana dalam permohonan pailit 

dan PKPU bagi pengembang apartemen dan/atau rumah 

susun di masa depan. 

3) Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk 

pola pikir kritis peneliti dalam mengaplikasikan 

pengetahuan yang telah diperoleh. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek 
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yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah 

pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan 

diadakan. Setelah peneliti melakukan penelusuran dalam berbagai literatur 

terkait dengan tema “Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit 

ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Bagi Pengembang 

Apartemen dan/atau Rumah Susun” peneliti menemukan beberapa karya tulis 

yang memiliki variabel tema serupa, namun secara spesifik memiliki 

perbedaan. 

Karya pertama adalah Skripsi yang ditulis oleh Isnaini Yuliana 

Pratiwi dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kasus 

Developer Pailit Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pdr.Sus-Pembatalan 

Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst”. Penelitian ini betujuan untuk 

mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas perusahaan yang 

dinyatakan pailit, dengan memfokuskan pada kasus PT Nusuno Karya 

(perumahan Violet Garden).
10

 Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan 

jawaban bahwa pertanggungjawaban pengelola perusahaan secara pribadi 

dalam kepailitan dapat dilakukan berdasarkan teori piercing the corporate 

veil yang dimana organ perusahaan termasuk pemegang saham, direksi, 

komisaris dapat diminta pertanggungjawaban pribadi jika terbukti melakukan 

perbuatan melawan hukum dengan sengaja dalam pengurusan perusahaan. 

Untuk meminta pertanggung jawaban pengelola perusahaan secara pribadi 

                                                      
10

 Isnaini Yuliana Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kasus 

Developer Pailit Studi Kasus Putusan Nomor03/Pdr.Sus-Pembatalan 

Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.P6st”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. 
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dalam ranah kepailitan, dapat dilakukan dengan cara kurator mengajukan 

gugatan lain-lain dan membuktikan bahwasanya kepailitan perusahaan 

disebabkan kesalahan atau kelalaian pengelola perusahaan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada 

variabelnya. Skripsi yang ditulis Isnaini Yuliana Pratiwi berfokus pada 

perlindungan hukum terhadap konsumen atas kasus developer pailit. 

Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis adalah pembuktian sederhana 

dalam kepailitan/penundaan kewajiban pembayaran utang pada pengembang 

apartemen dan/atau rumah susun dalam. 

Karya kedua adalah Jurnal yang ditulis oleh Teddy Francis dengan 

Judul “Akibat Hukum Bagi Pemilik Satuan Rumah Susun Terhadap 

Developer Rumah Susun yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi pemilik satuan 

rumah susun terhadap pelaku pembangunan rumah susun yang dinyatakan 

pailit oleh Pengadilan Niaga.
11

 Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan 

jawaban bahwa akibat hukum bagi pembeli/pemilik yang masih dalam tahap 

PPJB (perjanjian pengikatan jual beli) adalah pembatalan PPJB yang diikuti 

dengan pembuatan PPJB baru dengan pengembang baru atau pemilik dapat 

memilih untuk tidak melanjutkan pembelian apartemen dan menjadi kreditor 

yang dapat menuntut dampak bagi pemilik dalam tahap AJB (akta jual beli) 

adalah tetap memiliki hak kepemilikan apartemen. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada variabelnya. Jurnal 

                                                      
11

 Teddy Francis, “Akibat Hukum Bagi Pemilik Satuan Rumah Susun Terhadap 

Developer Rumah Susun yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga”, Jurnal Hukum Adigama, 

Vol 3 No. 2, (Desember 2020). 
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yang ditulis Teddy Francis berfokus pada akibat hukum bagi pemilik satuan 

rumah susun terhadap developer rumah susun yang dinyatakan pailit oleh 

Pengadilan Niaga. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis adalah 

pembuktian sederhana dalam kepailitan/penundaan kewajiban pembayaran 

utang pada pengembang apartemen dan/atau rumah susun. 

Karya ketiga adalah Tesis yang ditulis oleh Mirza Ajeng Thiasari 

dengan Judul “Reformasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam UU No. 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembuktian 

sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam putusan 

pengadilan niaga dan menganalisis pengaturan kedepan mengenai 

pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan penyataan pailit dalam 

genai pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan pernyataan pailit 

dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang.
12

 Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan jawaban 

bahwa penerapan pembuktian sederhana terkait persyaratan permohonan 

pernyataan pailit dari putusan tahun 2018-2022 ditolak oleh hakim karena: 

pemaknaan utang yang luas, utang dalam keadaan sengketa/tidak jelasnya 

status utang, perbedaan penafsiran frasa utang yang telah jatuh tempo dan 

dapat ditagih, putusan verstek, jumlah utang yang kecil, dan debitur sebagai 

pemohon tidak dapat menghadirkan para krditurnya. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan peneliti tulis terletak pada variabelnya. Tesis 

                                                      
12

 Mirza Ajeng Thiasari, “Reformasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam UU No. 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Tesis Magister, 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023. 
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yang ditulis Mirza Ajeng Thiasari berfokus pada reformasi pengaturan 

pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan 

penelitian yang akan peneliti tulis adalah pembuktian sederhana dalam 

kepailitan/penundaan kewajiban pembayaran utang pada pengembang 

apartemen dan/atau rumah susun. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Kepastian Hukum  

Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “einführung in die 

rechtswissenschaften” menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 

(tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu keadilan (gerechtigkeit), 

kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan kepastian hukum 

(rechtssicherheit).
13

 Kepastian hukum merupakan landasan sebuah 

negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.
14

 Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, 

ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. 

Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu 

harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena 

bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan 

fungsinya.
15

 

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai 

                                                      
13

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandong: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19. 
14

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145. 
15

 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.  
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perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-

wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh 

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
16

 Kepastian hukum 

secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan 

secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian 

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam 

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum 

menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan 

konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang sifatnya subjektif.
17

 

Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum 

subtantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum. 

Peraturan subtantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa 

saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan 

prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan 

tata tertib untuk melaksanakan peraturan subtantif tersebut yang bersifat 

prosedural.
18

 

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya 

memang lebih berdimensi yuridis. Namun Jan Michiel Otto 

memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang 

                                                      
16

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145. 
17

 Christine S. T. Kansil, Engeline R. Palandeng, Robert J. Palandeng, Kamus Istilah 

Aneka Hukum, (Jakarta: Jala Permata, 2009), hlm. 385. 
18

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 77. 
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mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam 

situasi tertentu yaitu: 

a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah 

diperoleh (accessible); 

b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-

aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat 

kepadanya; 

c. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak 

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten 

sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan 

peradilan secara konkret dilaksanakan.
19

 

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang 

diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi 

tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. 

Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan 

masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main 

hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam 

suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”.
20

 

2. Teori Keseimbangan  

Kata "seimbang" (evenwicht) menunjuk pada pengertian suatu "keadaan 

pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang".
21

 

                                                      
19

 L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran 

Kerangka Berfikir, (Bandung: Levika Aditama, 2006), hlm. 84. 
20

 Ibid, hlm. 85. 
21

 Salim, Pengantar Hukum Perdata (BW), (Jakarta: SInar Grafika, 2003), hlm. 161.  
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Keseimbangan dalam kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan 

seimbang. Secara umum dapat dikatakan bahwa keseimbangan adalah 

suatu keadaan dimana terdapat keserasian atau keharmonisan, dan tidak 

dalam kecendrungan berat sebelah atau condong kepada hal tertentu 

dengan memperhatikan proporsional masing-masing komponen yang 

melingkupinya. Teori keseimbangan menuntut pemerintah atau negara 

dapat membentuk peraturan yang mengatur secara seimbang antara 

kepentingan debitur dan kreditor dalam upaya tercapainya asas 

keseimbangan.
22

 

Teori keseimbangan merupakan suatu teori yang disatu pihak 

terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan 

pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain 

pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad 

baik. Suatu undang-undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan 

pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua 

pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau 

suatu perusahaan.
23

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian hukum 

                                                      
22

 Sarlika Aprita, Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada 

Putusan Pengadilan Niaga, (Sulawesi: Pena Indis, 2016), hlm. 81. 
23

 Tami Rusli, Hukum Kepailitan di Indoensia, (Lampung: Universitas Bandar Lampung 

Press, 2019), hlm. 31. 
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normatif yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan 

kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan 

negara (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan-keharusan (das 

sollen), dan produknya juga bersifat mengkaidahi.
24

 Penelitian hukum 

ini juga bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif 

yang berlaku (doctrinal research). Dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui alasan mengapa permohonan pailit dan PKPU terhadap 

pengembang apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi 

pembuktian sederhana. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif-analitis. 

Penelitian deskriptif-analitis yaitu penelitian yang menguraikan suatu 

permasalahan yang sedang dikaji dengan cara mendeskripsikan dan 

memberiikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang diselidiki 

secara sistematis, akurat, dan faktual.
25

 Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menjelaskan alasan mengapa permohonan pailit dan PKPU 

terhadap pengembang apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi 

pembuktian sederhana.   

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan 

undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua 

                                                      
24

 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, 

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 143. 
25

 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan 

Praktik, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 133. 
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undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani.
26

 Kemudian juga menggunakan pendekatan 

konseptual yang perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip 

ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau pun 

doktrin-doktrin hukum. Dengan pendekatan penelitian ini, peneliti 

dapat mengetahui alasan mengapa permohonan pailit dan PKPU 

terhadap pengembang apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi 

pembuktian sederhana.   

4. Bahan Hukum Penelitian 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang;  

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun;dan 

4) Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung; 

b. Bahan Hukum Sekunder 

1) Wawancara dengan Jamaslin James Purba, S.H., M.H., 

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Kurator dan Pengurus 

Indonesia (AKPI) dan Managing Partners Law Firm 

James Purba & Partners; 

                                                      
26

 Peter Mahmud Marzuki, Peneitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Pranadamedia 

Group, 2016), hlm. 136. 



17 

 

 
 

2) Wawancara dengan Erlan Nopri, S.H., M.Hum., C.L.A., 

C.R.A. Receiver & Administrator for Bankruptcy dan 

Managing Partners Law Office Erlan Nopri & Partners; 

3) Wawancara dengan Dr. Asra, S.H., M.H. Hakim Tinggi 

Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia 

dan Fasilitator Serifikasi Hakim Niaga; 

4) Buku-buku hukum; 

5) Skripsi, tesis, dan disertasi hukum; 

6) Jurnal-jurnal hukum Nasional dan Internasional; 

7) Tulisan media; dan 

8) Penelusuran website. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder barupa kamus bahasa inggris/belanda, kamus-

kamus hukum, eskiklopedia, wikipedia, dan semacamnya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalan penelitian 

ini adalah studi pustaka, dengan pengumpulan data dan informasi 

melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-

buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan 

majalah yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penelitian ni juga 

didukung dengan wawancara kepada praktisi yang berkaitan dengan 

tema penelitian.  
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6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis 

kualitatif. Metode ini lebih menekankan hasil analisis pada 

penyimpulan deduktif dan induktif disertai analisis terhadap hubungan 

antar fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah.
27

 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam penelitian yang berjudul “Pembuktian Sederhana Dalam 

Kepailitan/penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bagi Pengembang 

Apartemen dan/atau Rumah Susun”. Sistematika kepenulisan yang akan 

digunakan terbagi menjasi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum pembuktian 

sederhana dalam kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi 

pengembang apartemen dan/atau rumah susun. Dalam bab ini akan terbagi 

menjadi 3 (tiga) sub bab, sub bab pertama menjelaskan tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sub bab kedua menjelaskan 

tentang pembuktian sederhana, dan sub bab ketiga menjelaskan tentang 

pengembang apartemen dan/atau rumah susun. 

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum tentang 

pembuktian sederhana dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

                                                      
27

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 5. 
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Pembayaran Utang bagi pengembang apartemen dan/atau rumah susun. 

Dalam bab ini akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama 

menjelaskan tentang gambaran umum pembuktian sederhana berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Pembayaran Utang dan sub bab kedua menjelaskan tentang gambaran umum 

pembuktian sederhana bagi pengembang apartemen dan/atau rumah susun 

berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. 

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama yakni 

Mengapa permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

terhadap pengembang apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi 

pembuktian sederhana, dan sub bab kedua yakni Bagaimana kepastian hukum 

terhadap pembatalan permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang pada pengembang apartemen dan/atau rumah susun yang 

tidak memenuhi pembuktian sederhana. 

Bab kelima, berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-

saran yang berguna bagi kemajuan hukum kepailitan di Indonesia.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yang didukung dengan pemaparan hasil penelitian 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Pasca diterbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 permohonan pailit dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap 

pengembang apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi 

pembuktian sederhana karena utang masih dalam sengketa, sehingga 

bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Jika utang yang 

menjadi objek jual beli antara pengembang dengan konsumen masih 

dalam sengketa, membuat proses pembuktian tidak bisa dibuktikan 

secara sederhana. Utang haruslah jelas dimana utang tersebut tidak 

dapat dibantah lagi keberadaanya. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak 

berlandaskan asas keseimbangan dalam kepailitan, karena peraturan 

kebijakan tersebut mengkhususkan pengembang apartemen dan/atau 

rumah susun saja yang tidak memenuhi pembuktian sederhana tanpa 

mengakomodir ketentuan terkait klasifikasi debitur yang tidak 

memenuhi pembuktian sederhana. Keadilan seharusnya diperoleh dari 

proses pembuktian dalam persidangan. Hakim dalam memeriksa dan 

memutuskan suatu perkara tentunya harus berdasarkan alat-alat bukti 

di persidangan, bukan berdasarkan adanya petunjuk dari lembaga 

atasan hakim yaitu Mahkamah Agung. Karena pada prinsipnya 
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permohonan Pailit dan PKPU harus dikabulkan apabila telah 

memenuhi persyaratan, adanya debitur, terdapat minimal 2 (dua) 

kreditor, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan utang telah 

jatuh tempo dan dapat ditagih. 

2. Rumusan pleno kamar perdata khusus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 

2023 tidak memberian kepastian hukum karena bertentangan dengan 

esensi syarat pembuktian sederhana dari Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Dilain sisi, ketentuan dalam SEMA Nomor 3 

Tahun 2023 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait 

permohonan pailit atau PKPU yang tidak memenuhi pembuktian 

sederhana, sehingga dapat berpotensi menimbulkan multitafsir di 

kalangan masyarakat bahkan bagi hakim niaga. Adanya dualisme 

norma dalam aturan a quo, tidak memberikan kepastian hukum. 

Kepastian hukum tidak akan tercapai jika terdapat pemberlkauan 

hukum yang tidak jelas dan tidak konsisten.  Upaya hukum yang dapat 

dilakukan dalam pembatalan permohonan pailit dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang terhadap pengembang apartemen 

dan/atau rumah susun pasca diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 

2023 yaitu gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Pengembang 

apartemen dan/atau rumah susun tidak dapat dimohonkan pailit dan 

PKPU ke Pengadilan Niaga. Apabila upaya hukum hanya bisa 

diajukan Pengadilan Negeri, justru akan menumbulkan kerugian bagi 
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kreditur karena memerlukan biaya lebih, memerlukan waktu 

penyelesaian yang cukup lama, dan upaya hukum gugatan perdata 

hanya memberikan kepastian hukum bagi penggugat menggugat saja 

sedangkan jika melalui kepailitan ataupun PKPU yang mendapatkan 

manfaat adalah semua kreditor/konsumen. Kepastian hukum hanya 

dirasakan sebagian dari kreditor/konsumen yang dirugikan oleh 

pengembang, sehingga banyak kreditor/konsumen yang tidak 

memperoleh keadilan dan kepastian hukum. 

B. Saran 

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat 

penulis berikan yaitu sebagai berikut:  

1. Pemerintah perlu menentukan langkah strategis dengan melakukan 

perbaikan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai 

tanggungjawab pemerintah dalam memberikan kepastian hukum 

terhadap ketentuan pembuktian sederhana dalam kepailitan atau 

PKPU pengembang apartemen dan/atau rumah susun.  

2. Mahkamah Agung perlu menentukan langkah strategis dengan 

melakukan perbaikan terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai 

tanggungjawab Mahkamah Agung dalam memberikan kepastian 

hukum terhadap ketentuan pembuktian sederhana dalam kepailitan 

atau PKPU pengembang apartemen dan/atau rumah susun dengan 

mengakomodir klasifikasi atau penjelasan mengenai debitur yang 
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tidak memenuhi pembuktian sederhana. 

3. Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutuskan suatu 

perkara tentunya harus berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, 

tidak serta merta berdasarkan adanya petunjuk dari lembaga atasan 

hakim yaitu Mahkamah Agung. Hakim tetap memiliki freedom of 

judge dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan 

hukum. 

 

 

 

 

  



121 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-

Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk 

Keperluan Perusahaan. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 

Surat Keterangan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI No. 11/SKPTS/1988 

tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun. 

 

Buku 

Andreae, Fockema Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bandung: Bina 

Cipta, 1983. 

Aprita, Sarlika, Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada 

Putusan Pengadilan Niaga, Sulawesi: Pena Indis, 2016. 

Asyadie, Zaeni, Hukum Bisnis: Prinsip Dalam Pelaksanaanya di Indonesia, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. 

Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. 

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008. 

Djohansjah , J., Kreditor preferen dan Separatis, Jakarta: Pusat Pengkajian 

Hukum, 2012. 

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. 



122 

 

 
 

Fuady, Munir, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2010. 

Ginting, Elyta Ras, Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 

2018. 

Hartini, Rahayu, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press, 2007. 

Hiariej, Eddy O.S., Teori & Hukum Pembuktin, Jakarta: Erlangga, 2012. 

Hutagalung, Arie S.,  Asas-Asas Hukum Agraria, Jakarta: Badan penerbit Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 2001. 

Hutagalung, Arie S., Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Jakarta: 

Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005. 

Hutagalung, Sophar Maru, Praktik Peradilan Perdata Kepailitan dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. 

Imron, Ali dan Muhamad Iqbal, Hukum Pembuktian, Banten: Unpam Press, 2019. 

Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan 

Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011. 

Kansil, Christine S. T., Engeline R. Palandeng, Robert J. Palandeng, Kamus 

Istilah Aneka Hukum, Jakarta: Jala Permata, 2009. 

Khairandy, Ridwan, Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta: FH UII 

Press, 2013. 

Lontoh, Rudhi A., Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit 

Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 

2001. 

Marzuki, Peter Mahmud, Peneitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Pranadamedia 

Group, 2016. 

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 

2006. 

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1999. 

Mulyadi, Kartika, Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, Bandung: Alumni, 

2004. 

Nasution, Muhammad Syukri Albani, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, 

Jakarta: Kencana, 2017. 



123 

 

 
 

Nating, Imran, Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan 

Harta Pailit, Raja Garfindo Persada: Jakarta, 2004. 

Nugroho, Susanti Adi, Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik 

Serta Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana, 2018. 

Raharjo, Sajipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012. 

Rato, Dominikus, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010. 

Rusli, Tami, Hukum Kepailitan di Indoensia, Lampung: Universitas Bandar 

Lampung Press, 2019. 

Salim, Pengantar Hukum Perdata (BW), Jakarta: SInar Grafika, 2003. 

Sanjaya, Umar Haris, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum 

Kepailitan, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014. 

Saudi, Amran, Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, 

dan Etika, Jakarta: Kencana, 2019. 

Sianaga Syamsudin Manan, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi 

Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Depatemen Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2000. 

Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung: 

Levika Aditama, 2006. 

Simanjuntak, Ricardo, Esesnsi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Jakarta: 

Pusat Pengkajian Hukum, 2008. 

Sjahdeini, Sultan Remy, Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening 

juncto, Jakarta: Grafiti, 2002. 

Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001. 

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermas, 1985. 

Subhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dam Praktik di Peradilan, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 

Suparji, Kepailitan, Jakarta: UAI Press, 2018. 

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan 

Praktik, Depok: Rajawali Pers, 2018. 



124 

 

 
 

Suyudi Aria, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, Kepailitan di Negeri 

Pailit, Jakarta: Dimensi, 2004. 

Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT. 

Alumni, 2004. 

Yuhelson, Hukum Kepailitan di Indonesia, Gorontalo: Ideas Publising, 2019. 

 

Skripsi/Jurnal 

Damlah, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004”, Lex Crimen, Vol 6 No. 2, (2017).  

Francis, Teddy, “Akibat Hukum Bagi Pemilik Satuan Rumah Susun Terhadap 

Developer Rumah Susun yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan 

Niaga”, Jurnal Hukum Adigama, Vol 3 No. 2, (2020). 

Hartanto, J. Andy, “Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”, Jurnal 

Rechtens, Vol 2 No. 1, (2023). 

Larasati, Sonja, Etty Susilowati, Moch Djais, “Kompetensi Pengadilan Dalam 

Perkara Paksa Badan Debitur Pailit”, Diponegoro Law Review Vol 5 

No. 2, (2016). 

Natalia, Titie Syahnaz, “Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang 

Hak Tanggungan”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 16 No. 3, 

(2018). 

Purbandari, “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit”, Lex 

Jurnalica, Vol 10 No. 3, (2013). 

Pratiwi, Isnaini Yuliana, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kasus 

Developer Pailit Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pdr.Sus-Pembatalan 

Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.P6st”, Skripsi Sarjana, Fakultas 

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, (2023). 

Rahmawati, Aulia, “Hukum Apartemen Dalam Prakteknya di Indonesia”, Justitia 

Et Pax Jurnal Hukum, Vol 34 No. 1, (2018). 

Risquanty, Christiana Derita, “Akibat Hukum Kepailitan Bagi Pengembang 



125 

 

 
 

Terhadap Pembeli (Konsumen) Satuan Rumah Susun (Apartemen)”, 

Jurnal Education and Development, Vol 10 No. 3, (2022). 

Robert, Sunarmi, Dedi Harianto, dan Keizerina Devi Azwar, “Konsep Utang 

dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana 

(Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/ 

PN.NIAGA.JKT.PST),” USU Law Journal, Vol 4 No. 4, (2016). 

Sianipar, Erik Raja Y., “Analisis Penerapan Pembuktian Sederhana Sebagai 

Syarat Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan Pailit Nomor 45/KPDT. 

SUS/2013 Terhadap PT Sri Melamin Rezeki),” Tesis Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, (2021). 

Sudiro, Ahmad, “Konsep Keadilan dan Sistem Tanggun Jawab Keperdataan 

Dalam Hukum Udara”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 19 No. 3, 

(2012). 

Suharto, R., Siti Malikhatun Badriyah, dan Kashadi, “Kepemilikan Rumah Susun 

di Indonesia”, Law, Development & Justice Review, Vol 2, (2019). 

Saputri, Elsa Melinda, Waspiah, dan Ridwan, “Perlindungan Hukum Terhadap  

Konsumen dalam Hal Pengembang (Develper) Apartemen Dinyatakan 

Pailit”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol 2 No. 2, (2019) 

Thiasari, Mirza Ajeng, “Reformasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam UU 

No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang”, Tesis Magister, Fakultas Hukum, Universitas 

Islam Indonesia, (2023). 

Wijaya, Aria Alim, Rilda Murniati, dan M. Wendy Trijaya, “Hak Eksekusi 

Kreditor Separatis terhadap benda Agunan dalam Kepailitan”, Pactum 

Law Journal, Vol 2 No. 3, (2019). 

Zulaeda, Mulya, “Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai 

Perlindungan Terhadap Dunia Usaha di Indonesia”, Jurnal Hukum 

Acara Perdata ADHAPER, Vol 1 No. 2, (2015). 

 

Internet 

Saputra, Andi, “MA Terbitkan Surat Edaran Atur Proses Adili Gugatan 



126 

 

 
 

Pembangunan Apartemen”, https://news.detik.com/berita/d-

7130717/ma-terbitkan-surat-edaran-atur-proses-adili-gugatan-

pembangunan-apartemen diakses pada 20 Mei 2024, pukul 22.46 

WIB. 

Rizaty, Monavia Ayu, “Data Penduduk Indonesia (2013-2023)”, 

https://dataindonesia.id/varia/detail/data-kepadatan-penduduk-

indonesia-20132023 diakses pada 19 Mei 2024, pukul 17.13 WIB. 

Wawancara 

Wawancara dengan Jamaslin James Purba, S.H., M.H., Ketua Dewan Penasihat 

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan Managing 

Partners Law Firm James Purba & Partners, tanggal 17 November 

2024. 

Wawancara dengan Erlan Nopri, S.H., M.Hum., C.L.A., C.R.A. Receiver & 

Administrator for Bankruptcy dan Managing Partners Law Office 

Erlan Nopri & Partners, tanggal 20 November 2024. 

Wawancara dengan Dr. Asra, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pusdiklat Teknis 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fasilitator Serifikasi 

Hakim Niaga, tanggal 27 November 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.detik.com/berita/d-7130717/ma-terbitkan-surat-edaran-atur-proses-adili-gugatan-pembangunan-apartemen
https://news.detik.com/berita/d-7130717/ma-terbitkan-surat-edaran-atur-proses-adili-gugatan-pembangunan-apartemen
https://news.detik.com/berita/d-7130717/ma-terbitkan-surat-edaran-atur-proses-adili-gugatan-pembangunan-apartemen
https://dataindonesia.id/varia/detail/data-kepadatan-penduduk-indonesia-20132023
https://dataindonesia.id/varia/detail/data-kepadatan-penduduk-indonesia-20132023

	HALAMAN COVER
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoritik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

